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DIDUGA KORUPSI RP 1,3 MILIAR, MANTAN KADES DI INHIL JADI 

BURONAN POLISI 

 

 

Sumber gambar: 

https://mediacenter.riau.go.id/foto_berita/medium/diduga-korupsi-rp-13-miliar-manta.jpg 

 

Hairudin Ahyar menjadi buronan polisi karena dugaan kasus korupsi. Mantan Kepala 

Desa (Kades) Kelumpang di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau tahun 2016-2022 itu diduga 

terlibat dalam kasus korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 

2017.  

Kasat Reskrim Polres Indragiri Hilir AKP Budi Winarko mengatakan total dana yang 

dikelola oleh desa tersebut mencapai Rp1.364.097.600. 

"Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, dana APBDes yang dikelola pada tahun 

2017 diduga tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, dan terdapat indikasi kuat 

adanya penyimpangan dalam proses realisasinya," kata Budi, pada Rabu (16/4). 

Budi menegaskan, akibat perbuatannya Hairudin Ahyar kini disangkakan melanggar 

Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 

KUHP. 
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"Sudah dilakukan pemanggilan pertama dan kedua terhadap yang bersangkutan 

sebagai tersangka, namun tidak hadir. Saat ini, Hairudin Ahyar sudah ditetapkan sebagai 

Daftar Pencarian Orang (DPO)," kata Budi. 

Hairudin Ahyar sebelumnya dipanggil melalui surat bernomor 

SP.Pgl/232/II/RES.3.1./2025/Reskrim dan SP.Pgl/236/II/RES.3.1./2025/Reskrim, namun 

tidak memenuhi panggilan tersebut. Polisi pun akhirnya menetapkannya dalam DPO 

dengan nomor DPO/01/III/RES.3.1./2025/Reskrim. 

Budi juga mengimbau kepada masyarakat yang mengetahui atau menemukan 

keberadaan tersangka agar segera melaporkannya ke Polres Indragiri Hilir atau kantor 

polisi terdekat. "Penyidikan terkait dugaan penyimpangan dana desa ini masih terus 

berlangsung. Kami juga telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut," tegasnya. 

 

Sumber berita: 

1. https://mediacenter.riau.go.id/read/90855/diduga-korupsi-rp-13-miliar-mantan-kades-

di-i.html, “Diduga Korupsi Rp 1,3 Miliar, Mantan Kades di Inhil Jadi Buronan Polisi”, 

16 April 2025; dan 

2. https://www.sabangmeraukenews.com/berita/25453/kasus-korupsi-rp-1-3-miliar-eks-

kades-di-inhil-jadi-buronan.html, “Kasus Korupsi Rp 1,3 Miliar, Eks Kades di Inhil 

Jadi Buronan”, 17 April 2025. 

 

Catatan: 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001. 

Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 1  angka 1 UU KPK adalah tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan 

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara 

dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

Pasal 3 UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 
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yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 

(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak 

menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 

Pasal 3. 

Korupsi diatur di dalam 13 pasal di UU 31/1999 dan perubahannya yang kemudian 

dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut 

disederhanakan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait 

dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, 

perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. 

Selain dapat dijatuhi pidana, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 UU Tipikor. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: 

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang 

tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, 

termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu 

pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; 

2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta 

benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; 

3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; 

4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau 

sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada 

terpidana. 

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) 

bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka 

harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti 

tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk 

membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak 

melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang Tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan 

pengadilan. 
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Disclaimer: 

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan 

disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK 

Perwakilan Provinsi Riau 


